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P U T U S A N

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut, antara:  

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  I,

Desa  Solimandungan  II,  Kecamatan  Bolaang,

Kabupaten  Bolaang  Mongondow;  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur  25 tahun,  agama Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan  Supir,

bertempat  tinggal  di  Rumah  Tahanan  Jalan  Jend.

Ahmad Yani No.636, Kecamatan Kotamobagu Barat,

Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat telah  mengajukan  gugatan  secara  tertulis  dengan

surat  gugatannya  bertanggal  21  Juni  2021  yang  diterima  dan  didaftar di

KePaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Llk.

Tanggal 21 Juni 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan

pada hari Kamis 2 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  Provinsi

Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx;
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2. Bahwa  setelah  menikah,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di rumah  orangtua  Penggugat  yang  beralamatkan  di  Desa

Solimandungan II, Dusun I, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama sebagaimana slayaknya suami-istri dan telah dikaruniai Seorang

anak yang bernama xxxxxx;

4. Bahwa sejak awal  penikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup

rukun  dan  harmonis  namun  pada  tahun  2020  sudah  mulai  terjadi

perselisihan antara Penggugat  dan Tergugat  yang di  sebabkan Tergugat

telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sakinah Saleh

bahkan telah menghamili selingkuhannya;

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 Tergugat turun dari rumah dan sekarang

Tergugat telah berada dalam sel tahanan kotamobagu dikarenakan telah

menghamili  selingkuhannya,  sehingga  sejak  bulan  Maret  2020  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai

sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa

saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut,  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  sulit  dibina  dengan  baik,  sehingga  tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu

perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif

terakhir  bagi  Penggugat  untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lolak  cq.  Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat

(Tergugat ) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat  telah  datang  menghadap,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

meskipun  menurut  Relaas  panggilan  yang  dibacakan  dalam  persidangan,

Tergugat telah dipanggil  dengan resmi dan patut,  dan tidak ternyata ketidak

datangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian  dengan

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangga  dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi,  karena  pihak  Tergugat  tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat

bukti  tertulis  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  xxxxxx,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bolaang,  Kabupaten

Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga

mengajukan  dua  orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpah,  selengkapnya  telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang,  dan  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang menikah pada tahun 2016;

- Bahwa  ketika  menikah,  Penggugat  berstatus  perawan,  dan
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Tergugat berstatus Jejaka;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  bertempat

tinggal  di  rumah orangtua Penggugat,  dan saat ini  sudah dikaruniai  1

orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  sejak  Awal  tahun  2020,  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  rukun  karena  sering  terjadi  cekcok  dan

pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran keduanya disebabkan karena Tergugat mempunyai

wanita idaman lain yang bernama Sakinah Saleh;

- Bahwa  saksi  saat  ini  Tergugat  telah  berada  di  rumah  tahanan  Kota

Kotamobagu karena menghamili perempuan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2020, Tergugat pergi meninggalkan

kediaman bersama, sampai sekarang antara keduanya sudah berpisah

rumah sudah ada 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

dengan  cara  menasihati  mereka  berdua  agar  saling  rukun,  saling

memaafkan dan jangan bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat

sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang menikah pada tahun 2016;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah  bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah memiliki 1 orang anak;

- Bahwa  sejak  awal  tahun  2020,  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  rukun  karena  sering  terjadi  cekcok  dan

pertengkaran  karena  Tergugat  mempunyai  wanita  idaman  lain  yang

bernama Sakinah Saleh;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

bulan Maret 2020, dimana Tergugat yang pergi dari rumah bersama;

- Bahwa saksi tahu Tergugat ditahan di rumah Tahanan Kota Kotamobagu

karena menghamili selingkuhannya;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat

dengan cara menasihati  mereka agar saling rukun, saling memaafkan

dan jangan bercerai tapi tidak berhasil;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi,

selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulannya  secara  lisan  di

persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya  dan

mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim

menunjuk berita acara sidang  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa untuk pemeriksaan perkara ini  Majelis  Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

tersebut  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana  yang

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Penggugat yang

pada  intinya  agar  Penggugat  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil, oleh  karena  itu  ketentuan  pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  pasal  82  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  proses  persidangan  Tergugat

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  upaya  mediasi  sebagaimana

diamanatkan oleh  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  hari  sidang  yang  telah  ditentukan

Penggugat  datang  sendiri  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  tidak  datang  menghadap,

karenanya  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  tidak  berkeinginan

membela hak-hak serta  kepentingannya,  dengan demikian dengan mengacu

pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat

tersebut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxx  atas  nama Penggugat  dan Tergugat,  bukti  tersebut  telah  bermeterai

cukup,  dinazegelen  dan  sesuai  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi

bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah

suami  isteri  dan  belum  pernah  bercerai,  oleh  karenanya  Penggugat  dan

Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti

surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  sesuai  ketentuan Pasal

285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  alasan  diajukannya  gugatan  ini  yaitu  Penggugat

mendalilkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  tidak

rukun dan tidak harmonis,  sering terjadi  pertengkaran diantara mereka yang

sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita

idaman  lain  yang  bernama  Sakinah  Saleh.  Atas  kejadian  tersebut

menyebabkan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  kurang  lebih  1

tahun 6 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh

karenanya  Penggugat  mohon  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  Tergugat

kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

tidak  dibantah  Tergugat  karena  ketidakhadirannya  tanpa  alasan  yang  sah,

maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena
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alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal

76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka

Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

dalam perkara ini  adalah saksi yang berasal dari  keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan

alat  bukti  dua  orang  saksi  yang  berasal  dari  orang  dekat  Penggugat  yang

masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi

saksi  dan  telah  memberikan  keterangan  di  depan  persidangan  di  bawah

sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-

saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang,  bahwa  kesaksian  dari  dua  orang  saksi  tersebut  di  atas,

keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan,

penyebabnya karena  Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama

Sakinah Saleh, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama

lain,  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagai

saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam,  oleh  karenanya  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan;

 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan

keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti  fakta-fakta

kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,

menikah  tanggal  2  Juni  2016,  dan  sampai  saat  ini  sudah  dikaruniai  1

orang anak, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa  sejak  Awal  tahun  2020  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  rukun karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;
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- Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat mempunyai wanita

idaman lain yang bernama Sakinah Saleh;

- Bahwa sekitar Bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa  pihak  keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat  agar  rukun  lagi  dalam  membina  rumah  tangga,  namun  tidak

berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Awal tahun 2020 sudah

mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus

disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;

- Bahwa sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah

berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami

isteri;

- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan

tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  diatas  harus

dinyatakan terbukti  bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan

kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah,

dan  tujuan  perkawinan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  1  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  perkawinan  bertujuan  membentuk

keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia,  sebagaimana  ditegaskan  dalam Al-

Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini

sebagai suami istri  agar tercapai  kehidupan yang tentram dan selalu terjalin

rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  cukup  memberikan  nasihat

kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau
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mempertahankan perkawinannya, maka disini  sudah ada bukti  atau petunjuk

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim  juga

berpendapat  apabila  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  dibiarkan

dalam keadaan  demikian  dan  tetap  dipaksakan  untuk  dipertahankan,  maka

diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih

besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada

mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi: 

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya  “Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada  menarik

kemaslahatan”,

sehingga  jalan  untuk  menghindarkan  kemadharatan  tersebut  dan  untuk

mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan

perkawinannya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

telah terbukti  dan telah memenuhi  unsur  Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka  gugatan

Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa oleh karena Tergugat  telah dipanggil  secara sah

dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya

tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan

Penggugat  cukup  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  maka  berdasarkan

ketentuan  Pasal  149  R.Bg, gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  dengan

verstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan  layaknya

suami  isteri  (ba’da  dukhul)  dan  belum  pernah  terjadi  perceraian,  maka

berdasarkan  Pasal  119  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  talak  yang  akan

dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  oleh  karena  perkara  ini

termasuk  bidang  perkawinan  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus

dinyatakan dikesampingkan;

  Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan,  tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat sejumlah

Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu,

tanggal 7 Juli  2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442

Hijriyah oleh  kami  Nur  Ali  Renhoat,  S.Ag.,  sebagai  Ketua Majelis, Binti  Nur

Mudawamah,  S.H.I,  dan  Alfian  Muhammady,  S.Sy.,  masing-masing  sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Hasna bin Nurdin Harun, S.H sebagai Panitera, serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy
Panitera,

ttd

Hasna bin Nurdin Harun, S.H
                       

Perincian biaya perkara :

  1.  Pendaftaran  Rp       30.000,00 
  2.  Proses  Rp       75.000,00 
  3.  Panggilan     Rp     510.000,00
  4.  PNBP Panggilan Rp       20.000,00
  5.  Redaksi  Rp       10.000,00 
  6.  Meterai  Rp       10.000,00 

   Jumlah     Rp     655.000,00
  (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)       
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